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ABSTRAK 

 
IMAM AL HAMDI 105 251 1090 20 PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM 

PENANGANAN  KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR  

POLDA SULAWESI SELATAN). Dipandu oleh Muhammad Ruidwan dan hasanuddin 

 

Tugas utama kepolisian mencakup tiga hal  utama,  yaitu  memelihara  keamanan  

dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta memberikan  perlindungan,  

pengayoman,  dan  pelayanan  kepada Masyarakat. Dalam  kaitannya  dengan  sengketa  

ekonomi syariah,  kepolisian  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  berbagai  tindakan  

hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). 

Kepolisian bertanggung jawab  dalam  mengidentifikasi  serta  menyelidiki  indikasi  

pelanggaran atau  kejahatan  di  sektor sengketa ekonomi syariah  guna  memastikan  bahwa  

setiap  tindak  pidana  yang  merugikan masyarakat dapat segera dihentikan dan pelakunya 

diproses hukum. Kewenangan ini menjadikan peran  kepolisian  sangat  krusial  dalam  

mendeteksi  dan  menindak  pelanggaran,  terutama  di  sektor yang sensitif seperti sengketa 

ekonomi syariah. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, tujuan 

penelitian yang penulis ambil adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga 

kepolisian dalam penanganan sengketa ekonomi syariah pada polda sulawesi selatan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana penulis 

akan mewawancarai penyidik dalam kasus sengketa ekonomi syariah untuk mengetahui 

peran lembaga kepolisian khususnya polda sulawesi selatan dalam  penanganan kasus 

sengketa ekonomi syariah. 

Berdasarkan Hasil wawancara dengan penyidik, dapat di simpulkan bahwa 

Lembaga kepolisian bertugas menerima aduan dari pihak yang dirugikan, melakukan 

penyelidikan, melakukan mediasi, pengamanan: proses penyelesaian sengketa dan 

mencegah terjadinya kekerasan serta berkoordinasi dengan lembaga lain. Lembaga 

kepolisian juga bertugas untuk mengawasi proses hukum, memberikan bantuan kepada 

kejaksaan dan pengadilan dalam proses penyelesaian perkara, mengamankan saksi dan 

barang bukti, memantau pelaksanaan putusan pengadilan dan memastikan bahwa putusan 

tersebut dilaksanakan dengan baik.  

 

 

Kata kunci : lembaga kepolisian, sengketa ekonomi syariah. 
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ABSTRACT 

 
IMAM AL HAMDI 105 251 1090 20 THE ROLE OF THE POLICE INSTITUTION IN 

HANDLING CASES OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES (CASE STUDY OF SOUTH 

SULAWESI REGIONAL POLICE OFFICE). Guided by Muhammad Ruidwan and 

Hasanuddin 

 

The main duties of the police include three main things, namely maintaining public 

security and order, enforcing the law, and providing protection, care, and services to the 

community. In relation to sharia economic disputes, the police have the authority to take 

various legal actions, both preventive (prevention) and repressive (action). The police are 

responsible for identifying and investigating indications of violations or crimes in the sharia 

economic dispute sector to ensure that any criminal acts that harm the community can be 

stopped immediately and the perpetrators are prosecuted. This authority makes the role of 

the police very crucial in detecting and prosecuting violations, especially in sensitive 

sectors such as sharia economic disputes. Based on the description of the background of 

the problem, the purpose of the research that the author took was to find out how the role 

of the police institution in handling sharia economic disputes at the South Sulawesi 

Regional Police 

The research method used is a qualitative method where the author will interview 

investigators in sharia economic dispute cases to find out the role of the police institution, 

especially the South Sulawesi Regional Police in handling sharia economic dispute cases. 

Based on the results of interviews with investigators, it can be concluded that the 

police institution is tasked with receiving complaints from the injured party, conducting 

investigations, conducting mediation, securing: the dispute resolution process and 

preventing violence and coordinating with other institutions. The police institution is also 

tasked with supervising the legal process, providing assistance to the prosecutor's office 

and the court in the case resolution process, securing witnesses and evidence, monitoring 

the implementation of court decisions and ensuring that the decisions are implemented 

properly. 

 

Keywords: police institution, sharia economic disputes. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat modern dan kompleks merupakan produk kemajuan teknologi, 

industrialisasi dan urbanisasi. Kebanyakan orang tidak mudah  beradaptasi dengan 

kehidupan yang begitu rumit, sehingga menimbulkan berbagai macam masalah 

sosial. Oleh karena itu, jika tidak dibina dan diperkuat dengan keimanan yang kuat, 

tidak jarang akan muncul perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma 

umum sehingga menimbulkan kekacauan dan kerugian bagi orang lain. . Dalam 

konteks ini, para kriminolog menyebutnya sebagai “kejahatan”, yaitu perilaku yang 

merugikan masyarakat (dengan kata lain ada korbannya) dan perilaku yang 

menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat bagian perusahaan..1 

Sejak  zaman  Jahiliyah  hingga  era  modern,  penyakit masyarakat  selalu  adadi  

kehidupan  sosial  masyarakat,baik dari  segi  kuantitas  atau  kualitasnya.Bisa  

berkurangatau bahkan   meningkat.   Hal   ini   dapat   dilihat   pada   kondisi 

masyarakat   Jahiliyah,   di   mana   dekadensi   moral   begitu tampak,    yakni    

banyaknya    pelecehan    terhadap    kaum perempuan.     Diantaranya     adalah     

pembunuhan     dan penguburan   hidup-hidup   terhadap   bayi   perempuan   yang 

baru  lahir,  karena  pada  masa  itu  bayi  perempuan  dianggap sebagai aib bagi 

orang tua.2 

                                                     
1 Nafi’ Mubarok, “Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi,” Jurnal Al-Qa>nu>n20, no. 2 

(Desember 2017): 224..  
2 Mahmud   Mahdi   al-Istambuli, Wanita-wanita   Sholihah   dalam   Cahaya Kenabian 

(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002),12. 



 

 

2 

 

  

 

Dari fakta-fakta tersebut terlihat jelas bagaimana gambaran kehidupan 

masyarakat Jahiliyah, masyarakat yang akhlaknya sangat buruk, dimana sebagian 

masyarakatnya hidup dalam kehinaan dan ancaman.  

Dalam konteks modern, kejahatan juga meningkat tajam. Tidak salah jika 

dikatakan bahwa meski menimbulkan reaksi sosial, namun secara statistik terus 

meningkat, baik  kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan bentuknya semakin 

beragam.3 Dengan demikian, untuk menciptakan dan menjaga keamanan dalam 

negeri, menciptakan kemaslahatan bagi umat, melindungi dari  mafsadah, perlu ada 

undang-undang. atau hukum yang mengatur masyarakat. Khususnya hukum 

pidana. 4 

Di sisi lain, polisi adalah alat penegakan hukum di Indonesia. Selain sebagai 

alat penegakan hukum, kepolisian juga berperan dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada 

masyarakat. 5 Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai yurisdiksi 

yang salah satunya adalah mencegah dan menangani pelanggaran HAM. hukum. 

perkembangan penyakit sosial. 6 Fungsi polisi begitu luas sehingga hampir seluruh 

aspek kehidupan masyarakat berada di bawah tanggung jawab polisi 7 

 

                                                     
3 Mubarok, “Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi,” 224. 
4 Nafi’ Mubarok, Kriminologi  dalam  Prespektif  Islam (Sidoarjo:  Dwiputra Pustaka Jaya, 

2017), 4. 
5 Ach Choirul Anam, “Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dalam Prespektif 

Maqasid al-Syari’ah,” Jurnal Al-Qa>nu>n18, no. 1 (Juni 2015): 13. 
6  Undang-undang  Kepolisian  Negara  Pasal  1  yang  berbunyi: Dalam  rangka 

menyelenggarakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   13   dan   14 Kepolisian  Negara  

Republik  Indonesia  secara  umum  berwenang.  (pada  poin  c. berbunyi) mencegah dan 

menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 
7  Agus Rahardjo dan Angkasa, “Profesionalisme dalam Penegakan Hukum,” Jurnal 

Dinamika Hukum11, no. 3 (September 2011): 395 
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Di Indonesia, Lembaga Kepolisian Negara merupakan alat  penegak  hukum  

yang  memiliki  kedudukan  langsung  di bawah  presiden  dan  sekaligus  

bertanggung  jawab  kepada Presiden    sesuai    UU    Kepolisian    Negara    pasal    

37    (1). 8  

Lembaga ini mempunyai beberapa tugas pokok sesuai pasal 13 UU 

Kepolisian Negara, berbunyi: 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

2. Menegakkan hukum  

3. Memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan kepada  masyarakat. 

Dari  pasal  tersebut  akan  terlihat  kehadiran  anggota Polri di tengah-tengah 

masyarakat pada dasarnya mengemban  tugas  pokok  sebagai  pelindung, 

pengayom,  dan pelayan  masyarakat  baik  terhadap  pengunjuk  rasa  maupun 

terhadap masyarakat sekitarnya termasuk menjaga kewibawaan pemerintah dengan 

mengawal proses demokratisasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 9 

Di  sisi  lain,  terdapat  asumsi  bahwa keamanan  dalam negeri  merupakan  

salah  satu indikator  dari  kemajuan  suatu negara.   Ini   menjadi aspek   yang   

harus   diperhatikan oleh banyak pihak. Apalagi  tantangan  globalisasi  yang  

semakin berkembang  juga  diikuti dengan tantangan permasalahan kejahatan 

seperti organized  crime, religious  fanaticism, korupsi dan sebagainya. 10 

                                                     
8 UU  Kepolisian  Pasal  37  (1)  berbunyi  :  Lembaga  kepolisian  nasional  yang disebut   

dengan   Komisi   Kepolisian   Nasional   berkedudukan   di   bawah   dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. 
9 Sukardi,  “Peran  Penegakan  Hukum  dalam  Pembangunan  Ekonomi,” Jurnal Hukum 

dan Pembangunan46, no. 4 (2016): 444. 
10 Sarah Nuraini Siregar, “Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri,” Jurnal Penelitian 

Politik5, no. 1 (2008): 47. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Hukum 

Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Polda Sulawesi Selatan)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran Lembaga 

Kepolisian dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah (Studi Kasus Kantor 

Polda Sulawesi Selatan) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Kepolisian dalam penanganan kasus 

sengketa ekonomi syariah (Studi Kasus Kantor Polda Sulawesi Selatan) 

D.  Manfaat penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapakan berguna sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah 

khazanah keilmuan hukum Islam dalam memberikan pemahaman terhadap 

peran lembaga kepolisian dalam penanganan kasus sengketa ekonomi 

syariah. Dan juga sebagai acuan referensi bagi mahasiswa yang tertarik 

dalam bidang penelitian yang sama. 
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2. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Lembaga 

Kepolisian. Khususnya Polda Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas 

dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Lembaga Kepolisian 

a. Pengertian Kepolisian 

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari 

berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya 

saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya 

menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala 

hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 11 

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani politeia yang berarti 

seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah politie meliputi 

organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan 

                                                     
11  Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Republik Indonesia. 
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pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat 

atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. 

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi  adalah 

sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang 

ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan“Fungsi 

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam 

sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian 

merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. 

Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka 

istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu 

Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam perundangundangan yang lama 

yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara 

ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam 

Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang 

Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. keberadaan 

Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya. 

Sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai 

negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.12 Sesuai dengan Kamus Besar 

                                                     
12 Pasal1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas 

memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang 

melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara 

yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). 

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga 

pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai 

organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang 

teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, 

yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undangundang 

untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan 

masyarakat.13 

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat 

dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga 

pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan 

fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan 

terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan 

wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai 

fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni 

fungsi preventif dan fungsi represif. 

Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. 

                                                     
13 Sadjijono, 2006.Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam 

Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 
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Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara 

universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di 

masyarakat. 

b. Fungsi Kepolisian 

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian 

adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni 

dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian 

terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. 

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian 

berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi 

semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang 

termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan 

kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu. 

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang 

oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan 

kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi 

wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-

masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undangundang yang 

menjadi dasar hukumnya. 
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Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaanpekerjaan 

tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada 

manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, 

sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan 

masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata 

kehidupan masyarakat.  

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban 

masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu :14 

1) Fungsi Prevemptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam 

rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi 

yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara. 

2) Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang 

dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, 

khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada 

hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan 

ketentraman umum. 

3) Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum 

untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi: 

a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan 

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

                                                     
14 Awaloedi Djamin, 2014, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung 

:Kenyataan dan Harapan, POLRI 
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tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka 

c. Tugas dan Wewenang Kepolisian  

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 

13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik 

Indonesia adalah: 

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

2) Menegakkan hukum 

3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.15 : 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang 

No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas : 

1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 

2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalulintas dijalan. 

                                                     
15  Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan. 

4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 

6) Melakukan koordinasi, pegawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 

swakarsa. 

7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,  

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian. 

9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi 

kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan atau pihak yang berwenang 

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian. 

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.16 

 

                                                     
16  Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 

13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 

Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang: 

a) Menerima laporan dan atau pengaduan 

b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum. 

c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 

d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian. 

f) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan. 

g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 

h) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang. 

i) Mencari keterangan dan barang bukti. 

j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 

k) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat. 

l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan masyarakat. 
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m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.17 

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : 

a) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya 

b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor 

d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik 

e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan 

senjata tajam. 

f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan. 

g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas 

pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian 

h) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan 

menberantas kejahatan internasional 

i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait 

j) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional 

k) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian 

 

                                                     
17 Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang 

polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), 

yaitu: 

a. Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana 

b. Mencari keterangan dan barang bukti 

c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri dan 

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

2. Sengketa Ekonomi Syariah 

a. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah 

Ekonomi syariah pada saat ini memiliki perhatian yang lebih karena 

mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut semata-mata terjadi 

karena masyarakat pada masa ini memiliki kesempatan yang sama dalam bidang 

perekonomian. Akan tetapi maraknya para masyarakat ikut andil dalam 

perkembangan tersebut menyebabkan perpecahan atau konflik tersendiri. Terutama 

perselisihan antara para pihak yang terikat dalam perjanjian dengan menggunakan 

akad syariah.18 

                                                     
18  Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Dilembaga Keuangan 

dan Bisnis Kontemporer) (Jakarta : Kencana,2019),257 
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Pembahasan terkait sengketa atau konflik dalam kamus besar indonesia 

merupakan satu kontradiksi dari sebuah paradigma atau bisa juga sebuah 

perseteruan . Sedangkan dari segi etimologi konflik ialah perselisihan yang terjadi 

oleh dua kubu bisa juga melebihi dua kubu dikarenakan adanya perbedaan 

paradigma mengenai sesuatu. Ketika konflik ini terjadi bisa mengakibatkan adanya 

pidana hukum bagi pihak yang melakukan kesalahan. Namun dalam konteks hukum 

, khususnya hukum kontrak yang maksud sengketa adalah perselisihan yang terjadi 

antara para pihak karena adanya pelangaran terhadap kesepakatan yang diatur 

dalam kontrak, baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan kata lain telah terjadi 

wanprestasi. Wanprestasi sendiri termasuk salah satu jenis sengketa ekonomi 

syariah.19 

Bisa diartikan juga bahwa ekonomi syariah merupakan satu kajian tentang 

keilmuan yang mempelajari segala aktivitas masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan pertimbangan keridhoan dari Allah SWT. 

Sederhananya bisa difahami bahwasanya ekonomi syariah merupakan kegiatan-

kegiatan usaha masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Regulasi 

dari perekonomian syariah semuanya didasarkan kepada aturan-aturan yang sudah 

di rumuskan dalam peraturan agama mengenai perekonomian atau usaha. Adapun 

sengketa dalam sistem perekonomian yang didasarkan pada konsep syariah ini 

dapat dipahami sebagai konflik antara dua pelaku ekonomi atau lebih yang kegiatan 

usahanya dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip perekonomian berbasis syariah, 

                                                     
19 Hendra Pertaminawati, Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya (Jurnal 

Studi Islam & Peradaban, Volume 14, Nomor 02, 2019), 64.  
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disebabkan adanya paradigma yang bertolak belakang mengenai kepemilikan dan 

adanya indikasi untuk masuk kedalam jalur hukum dan dari salah satunya akan 

dikenai sanksi dari pelanggaran kesepakatan.20 

Beberapa elemen yang masuk kedalam tipe permasalahan dalam ekonomi syariah 

sejatinya telah diputuskan oleh pihak Mahkamah Agung selaku peradilan tertinggi 

di Indonesia. Beberapa aspek tersebut sudah tertuang dalam keputusan MA.No. 

empat belas Tahun dua ribu enam belas.21 

b. Sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah 

Ekonomi Islam telah menjadi alat yang paling penting dan berkembang 

pesat dalam sistem ekonomi umat manusia. Kegiatan ekonomi Islam juga telah 

mengikut sertakan banyak orang sebagai pelakunya, karena setiap manusia 

memiliki naluri untuk bergerak dan hidup dengan sesama. Dalam aktivitasnya 

manusia saling berinteraksi, interaksi sosial tersebut dapat berupa kerjasama, 

persaingan, bahkan dalam bentuk perselisihan atau perbedaan pendapat yang dapat 

menimbulkan perselisihan. 

Dalam suatu kegiatan atau usaha tentunya tidak selalu berjalan semulus 

yang dibayangkan oleh para pelaku usaha. Meskipun diatur dalam undang-undang, 

telah membuat surat perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati, meskipun 

pada awalnya tidak ada niat untuk menyimpang dari perjanjian, pada tahap 

berikutnya ada saja alasan untuk melakukan penyimpangan pada perjanjian. Jika 

terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka ini 

                                                     
20 Mardani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi 

(Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group, 2020), 49- 50 
21 Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah 
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menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah. 

Jika seseorang atau lembaga mengadakan suatu kesepakatan berbasis 

syariah bersama kubu lainnya, nantinya akan terbentuk suatu persekutuan atau 

perikatan antara pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, 

suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak akan mengikat secara hukum 

bagi yang membuatnya.22 

Biasanya sebuah sengketa dari ekonomi syariah ialah pelanggaran yang 

terjadi oleh salah satu pihak yang dimana sebelumnya sudah memiliki perjanjian 

bisnis dengan kesepakatan yang didasarkan pada konsep-konsep syariah. Dari 

pelanggaran kesepakatan tersebutlah sengketa ekonomi syariah tersebut muncul 

dalam hubungan bisnis baik yang perseorangan maupun sekelas bisinis yang sudah 

berbadan hukum.23 

Pada dasarnya, ada banyak hal yang umumnya menyebabkan perbedaan 

pendapat. Adapun penyebab perselisihan dalam ekonomi Islam, antara lain: 

3. Terjadinya satu permasalahan yang disebabkan oleh seseorang ketika terjadi 

ketidaksesuaian pemahaman terkait kontrak yang sama-sama telah disepakati. 

Hal ini terjadi biasanya karena tidak teliti dalam memahami kontrak 

dikarenakan sudah terbuai oleh hasil dan keuntungan. Selain adanya kelalaian 

akan regulasi bisa juga disebabkan karena tidak adanya badan perlindungan 

hukum yang menaungi bisnis tersebut. 

4. Sulit untuk melaksanakan kontrak karena alasan berikut: 

                                                     
22 Amran suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah : Teori dan Praktik (Jakarta: 

Kencana-Prenadamedia Group, 2017), 6-7. 
23 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fiqh Muamalah..,257. 
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a) Para pihak yang akan menandatangi kontrak sebagai symbol kesepakatan 

tidak terlebih dahulu melakukan penelaahan secara mendalam akan hasil 

kontrak tersebut. Dalam kata lain semua pihak tidak teliti pada proses 

negosiasi pendahuluan. 

b) Tidak adanya kapsitas untuk membuat suatu kontrak yang adil sesuai 

standar. 

c) Tidak terlalu memperhatikan satu resiko yang berbahahaya dari hasil 

kesepakatan dari pihakpihak24 

c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

Ketika ada satu persengketan dalam bidang ekonomi syariah dan terindikasi 

adanya ketidakselarasan dengan kontrak yang sudah dibuat maka Peradilan Agama harus 

bisa menyelesaiakan permasalahan ini. Hakim dalam menjalankan tugasnya sudah 

diberikan satu pedoman dalam perundang-undangan no.3 tahun.2006, dalam penyelesaian 

kasus hakim selaku pemutus dari persengketaan sudah dianggap cakap dan bisa dalam 

menyelesaikan persengkatan tersebut. Karena hakim dalam pepatah disebutkan adagium 

ius curia novit.  

Penuntasan dari kasus tersebut disiapkan guna mencari solusi untuk menyelesaikan 

masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lain yang melakukan 

kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini untuk menciptakan 

suatu keputusan dan keuntungan hukum bagi kedua pihak yang berperkara.  

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu 

litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penuntasan konflik dalam perkara ekonomi syariah 

dengan sistem peradilan. Sedangkan Nonlitigasi adalah cara sederhana untuk 

                                                     
24 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah..,8 



 

 

20 

 

 

menyelesaikan permasalahan dalam bidang ekonomi syariah tanpa melibatkan pihak 

peradilan atau dalam kata lain diluar bangku hukum. Satu komitmen yang selalu di pegang 

dalam peradilan non litigasi ialah menyelesaikan permasalahan dengan cara bermediasi.  

Tentang kesepakatan yang sudah dibentuk harus di jalankan baik mengenai 

beberapa bentuk pemilihan. Apabila kubu yang bersengketa mengajukan laporan dengan 

instansi kepada majelis arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan diserahkan kepada 

lembaga atau majelis arbitrase tersebut. Dan kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase ini 

bisa dilakukan sebelum terjadinya sengketa (pactum de compromittendo) ataupun setelah 

terjadinya sengketa (acta compromis).25 

1) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan media litigasi  

Ketika terjadi satu problem dalam idang ekonomi berbasis syariah bisa terlebih 

dahulu diselesaikan melalui cara sulhu dan tahkim. Ketika dua metode tersebut belum 

bisa menyelesaikan permasalahan atau dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan 

permasalahan maka kasus tersebut dibawa keranah peradilan agama. Permasalahan ini 

sudah diatur dalam perundang-undangan No. 48 tahun 2009. Dalam perundangan-

undangan tersebut sudah diatur terkait asas-asas peradilan yang di tuliskan secara 

gamblang dan tegas. Dalam perundanganundangan tersebut disebutkan bahwasanya 

ada empat lembaga peradilan di Indonesia.  

Persoalan tentang tugas dari peradilan agama juga diatur dalam pasal 49 

UUPA. Bisa difahami bahwasanya tugas dari peradilan Agama yaitu memeriksa, 

memutus serta menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Jenis-jenis 

permasalahan dalam peradilan agama merupakan seputar permasalahan hukum 

keluarga islam. Penjelasan terkait permasalahan disini ialah ekonomi berbasis syariah 

dimana sistem perekonomian tersebut ialah, satu perlakukan dari sistem satu bisnis 

                                                     
25 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Dilembaga Keuangan 

dan Bisnis Kontemporer) (Jakarta : KencanaPrenadamedia Group, 2019), 259-60 
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yang dijalankan berdasarkan konsep-konsep syariah. Bentuk-bentuk dari lembaga 

perekonomian yang berasakan syariah ialah diantaranya Bank syariah, Asuransi 

syariah dan lain sebagainya.  

Tata cara dalam menyelesaikan permasalahan dari kasus ekonomi berbasis 

syariah sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016. Dalam 

proses penyelesaian konflik dalam bidang ini di sesuaikan dengan konsep-konsep 

syariah serta peraturan dari Peradilan Agama. Diatur bahwasanya segala konflik yang 

terjadi dalam urusan bisnis dengan peraturan syariah bisa di ajukan terhadap peradilan 

dengan bentuk gugatan sederhana ataupun gugatan peradilan biasa. 

a) Tata cara penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana ‘ 

Sengketa yang terjadi bisa diajukan dengan cara mengajukan gugatan baik secara 

tertulis ataupun lisan. Dalam pengajuan tertulis bisa dalam bentuk cetak maupun 

pendaftaran via online. Proses penyelidikan satu konflik ekonomi syariah bisa 

dilakukan dengan cara sederhana, yaitu penyelidikan pada kasus ekonomi syariah 

yang menurut peraturan peradilan tahun 2015 nomor dua, bahwasannya nilai 

gugatannya sebesar Rp. 200.000.000,- dan terjadi perubahan pada peraturan tahun 

2019 nomor 4 yaitu sebesar Rp. 500.000.000,-. Dari perubahan yang terjadi sifat 

dari gugatan menjadi lebih cepat, sederhana dan dengan biaya rendah.  

b) Tata cara penyelesaian dengan gugatan acara biasa  

Untuk mnyelesaikan satu permasalahan dalam bidang perekonomian terutama 

yang berbasis syariah cukup hanya dengan menggunakan gugatan tipe sederhana. 

Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan tipe kasus 

sederhana agar dalam prosesnya tidak terlalu rumit. Aturan dari penuntasan 

sengketa dalam bidang ekonomi syariah sudah tertera dalam peraturan UU 17 

No.3/2006 yang menjadi perubahan dari UU terdahuluunya. kewenangannya juga 
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diperkuat dengan keputusan dari MK No. 93/PUU-X/2012. Dari sejumlah aturan 

tersebut memberikan arahan bahwasanya satu kasus gugatan sederhana bisa 

diselesaikan di peradilan agama.  

Berikut ialah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penggugat dan 

tergugat ketika menyelesaikan konflik pada pengadilan Agama: 1) pengajuan 

penggugatan kepada lembaga peradilan, 2) kubu-kubu yang bersangkutan akan 

dipanggil, 3) sidang kedua pembacaan gugatan, apabila disidang pertama gagal 

mediasi, 4) proses memberikan alasan sebagai bentuk penjawaban dari kubu yang 

digugat, 5) mengikuti persidangan berbasis replik serta duplik, 6) tahap berikutnya 

ialah pengkroscekan dari data yang dijadikan sebagai bukti oleh pihak pengadilan, 

7) perundingan antara majelis hakim, 8) pengumuman hasil musyawarah sebagai 

hasil dari keputusan persidangan. Kemudian semua pihak yang memiliki 

keterkaitan bisa meminta salinan dari lembar keputusan yang di putuskan oleh 

hakim dalam persidangan. Apabila ada dari salah satu pihak yang merasa 

keberatan, sebaiknya bisa mengajukan laporan ulang didalam kurun waktu 7 hari, 

untuk melakukan banding. 26 

2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan metode penyelesaian nonlitigasi. 

Prinsip penyelesaian masalah dengan metode nonlitigasi merupakan cara 

penyelesaian yang tidak melibatkan badan hukum atau bisa juga difahami sebagai 

penyelesaian masalah dengan cara perdamaian dan arbitrase.  

a) Pengertian Al-Sulhu (perdamaian)  

Al-Sulhu secara terminology fikih berarti perdamaian, yaitu 

kesepakatan yang dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan antara pihak-  

pihak yang berkonflik. Sesuai dengan terminologi, kata sulhu memiliki makna 

                                                     
26 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fiqh Muamalah...,266-68 
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mengkondisikan konflik, kata al-sulhu di tinjau dari segi etimologi memiliki 

artian sebagai suatu akad, kesepakatan yang bertujuan untuk menyelesaikan 

secara damai suatu konflik atau pertikaian dari dua pihak yang bersinggungan. 

Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa al-sulh merupakan salah satu 

bentuk akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan secara 

damai.  

Mengakhiri satu pertikaian dengan cara jalan damai merupakan 

anjuran yang sangat di utamakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana 

tertuang dalam kitab allah swt dalam surat An-nisa ayat 128 dengan arti 

sebagai berikut “perdamaian adalah perbuatan yang baik.” Satu kedamaian 

sebagaimana didefinisikan pada kesepakatan perdamian mengandung dasar 

peraturan wajib dilaksanakan oleh semua pihak.  

Pengakhiran pertikaian dengan cara berdamai diatur dalam 

perundangan-undangan dengan No. 20 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang 

konsep arbitrase sebagai cara alternatif dalam menyelesaikan konflik. Pada 

Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa alternatif 

adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui tata 

cara yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui 

musyawarah, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.  

Penyelesaian sengketa melalui jalur damai juga sangat tergantung 

pada keyakinan hakam, iktikad baik dan keterbukaan dari orang yang tergugat. 

Kata damai akan bisa di gapai dengan gampang dan di konfirmasi. 

Keterbukaan dan kesediaan dari masing-masing pihak untuk bersedia 

memenuhi segala hak-hak dari lawannya juga diperlukan agar kata damai bisa 

tercapai. Dalam konsep syariah sangat merekomendasikan satu perdamaian 
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dan memaknai bahwa 19 perdamaian itu sahdan atau sangat-sangat sekali di 

pertimbangkan, asal tidak menghalalkan perkara haram ataupun menharamkan 

perkara halal.27 

b) Pengertian Tahkim (arbitrase)  

Tahkim bisa kita fahami juga sebagai metode penyelesaian masalah 

dengan model arbitrase. Arbitrase ialah penunjukan seorang bisa juga dua 

sampai tiga orang atau beberapa orang yang ditunjuk sebagai arbiter dari dua 

pihak atau lebih, orang tersebut bertujuan untuk mengakhiri perselisihan 

dengan cara musyawarah. Seseorang yang diangkat sebagai arbiter menurut 

hukum islam dengan “hakam”.  

Arbitrase juga bisa difahami sebagai proses peredaman dari satu konflik. 

Dan kesepakatan dari arbitrase harus berdasarkan oleh semua pihak yang 

berselisih. Agar nantinya masalah dari pihak-pihak tersebut bisa selesai dengan 

hasil yang maksimal dan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.  

Inti dalam peredaman selisih menggunakan model arbitrase ialah untuk 

mencapai satu kesepakatan dari pihak-pihak yang berselisih untuk berdamai. 

Kemudian dituangkan kedalamnya suatu instrumen kesepakatan yang 

ditandatangani oleh orang-orang yang berkonflik. Maka dari itu satu 

kesepakatan damai memiliki sifat yang mengikat dari pihak-pihak yang 

bersengkata. Akan tetapi terkadang kesepakatan tersebut pada suatu hari salah 

satu pihak akan mempermasalahkan lagi tentang kesepakatan yang telah 

dibuat. Tetapi pada dasarnya model dari arbitrase adalah untuk pencapaian 

kesepatan berdamai.  

                                                     
27 Rahman Abo Masse dan Muhammad Rusli, Arbitrase Syariah (formalisasi hukum islam 

dalam ranah penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi) (Jakarta: Trustmedia 

Publishing,2017), 14-20 
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Arbitrase biasanya bersifat win-win solution, dimana dari keuda belah 

pihak ada kemauan untuk menempuh perdamaian melalui jalan arbitrase. 

Maka dari itu pihak yang bersengketa bersepakat serta mempunyai iktikad 

bagus dan memilih salah satu orang untuk menjadi seorang arbiter. Dengan 

niat baik tersebut kemungkinan pihak-pihak bersengketa bisa sama-sama 

menerima dari hasil keputusan. 

d. Sumber hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

Dalam peraturan perundangan-undangan untuk menyelesaikan satu sengketa 

dalam bidang perekonomian berbasis syariah sudah diatur dengan peraturan yang 

bersumber dari dua hukum. Pembagian atas sumber hukum ini bertujuan untuk 

memudahkan dalam proses penuntasan sebuah konflik.  

Dua sumber hukum ini ialah hukum materiil dan hukum formil. Penjelasan 

mengenai dua sumber hukum ini ialah sebagai berikut.  

1) Sumber Hukum Formil  

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa 

ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan digunakan di Pengadilan 

Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UndangUndang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan aturan yang di terapkan dalam 

peradilan umum memiliki satu pola yang sering di sebut dengan HIR (Herzine 

Inidlansch Rlement) di lingkup pulau jawa dan pulau Madura. Sedangkan untuk 

wilayah yang berda di luar Jawa dan madura mereka memiliki sistem dengan istilah 

RBg (Rechrglment Vor DE Buittengwesten) dua sistem peradilan ini juga digunakan 

dalam Peradilan Agama, terkecuali ada beberapa aturan seperti undang-undang no. 7 

tahun 1989 Jo. Dan ada beberapa yang lainnya. Selain dari kedua sistem peradilan tadi 

diberlakukan juga Burgerlijke Wetbook Voor Indonesia (BW) atau yang biasa disebut 
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dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku IV tentang 

Pembuktian, dan juga Weetbook Van Koophandel (WvK).  

2) Sumber Hukum Materiil  

Untuk landasan hukum dalam menyelesaikan satu sengketa ekonomi syariah 

hakim bisa merujuk terhadap sumber hukum materil yaitu:  

a) Al-Qur‟an 

Banyak ayat al-qur‟an yang terkait dengan ekonomi, diantaranya terdapat 

dalam Surat :  

1) Al-Jumu‟ah ayat 10     

ا  َ كَثيًِْْ ِ وَاذْكُرُوا الٰلّٰ وْا فِِ الَْْرْضِ وَابتَْغُوْا مِنْ فضَْلِ الٰلّٰ لٰوةُ فاَنتْشَُِِ فاَِذَا قُضِيتَِ الصَّ

َّعَلَّكُُْ تفُْلِ  حُوْنَ ل  
Artinya : “Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dibumi, 

carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak supaya engkau beruntung 

(QS. Al-Jumu‟ah : 10)”11   

2) Al-Mulk ayat 15     

يْ جَعَلَ لكَُُُ الَْْرْضَ ذَلوُْ  ِ ُّشُوْرُ هُوَ الََّّ ٖۗ وَاِليَْهِ الن زْقِه  لًْ فاَمْشُوْا فِِْ مَناَكِبِِاَ وَكُُُوْا مِنْ رِٰ   

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka 

jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 

kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. Al-Mulk : 15)”15  

3) An-Nisa ayat 29     

ارَةً عَنْ ترََاا َ     ْٓ اَنْ تكَُوْنَ تَِِ ا اَمْوَالكَُُْ بيَنْكَُُْ بِِلبَْاطِلِ اِلَّْ يْنَ اٰمَنوُْا لَْ تأَكُُُْوْْٓ ِ اَ الََّّ ٖۗ يُُّّ نْكُُْ  ضٍ مِٰ

 اِنَّ 
ٖۗ ا اَنفُْسَكُُْ َ كََنَ بِكُُْ رَحِيْمًا وَلَْ تقَْتلُوُْْٓ الٰلّٰ  

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
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yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. AnNisa‟ : 

29)”16  

4) Ar-Rum ayat 39     
كَ هُُُ المُْضْعِفُوْنَ  

ِٕ
ِ فاَُولٰٰۤى ْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ وترُيِدُْوْنَ وَجْهَ الٰلّٰ بوَُا۠ فِِْ بًِ لِيَْْٰ نْ رِٰ ْٓ اٰتيَتُُْْ مِٰ مَا ََ

نْ زَكٰوةٍ  فلَََ يرَْبوُْا عِنْدَ  ْٓ اٰتيَتُُْْ مِٰ ِِۚ وَمَا الٰلّٰ  
Artinya : “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 

bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah. 

Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ar-Rum : 39)”17  

3) Al-Hadits  

Banyak Hadits Nabi Muhammad SAW. yang terkait dengan ekonomi, 

diantaranya:  

a) Dari Qotadah Al-Anshori r.a bahwa ia mendengar Rosulullah SAW bersabda 

: “Hindari banya bersumpah dalam berbisnis (jual beli), karena sesungguhnya 

yang demikian itu bisa laku (terjual) kemudian terhapus (keberkahannya)” 

(HR. Muslim).  

b) Diceritakan dari Ibn Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW, bersabda : “Jika 

ada dua orang yang saling berakad jual beli, masing-masing mereka 

mempunyai khiyar (hak memilih) selagi belum berpisah semuanya, atau salah 

satu dari keduanya memilih yang lainnya, dan apabila salah satu dari keduanya 

memilihnya maka keduanya telah melakukan jual beli dan hukum jual belinya 

adalah wajib. Dan jika keduanya berpisah  

5. Undang-Undang  

Dalam pemecahan permasalahan pada kasus perekonomian berbasis syariah peradilan 

sudah dibekali dengan beberapa landasan hukum. Beberapa landasan hukum yang 
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digunakan pengadilan dalam menuntaskan sebuah sengketa ialah sebagai berikut:  

a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  

b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kewenangan 

Kehakiman  

c) Perundang-undangan No.7 Tahun 1989 yang berisikan peraturan di Peradilan 

Agama.  

d) Peundangan-undangan No. 10 Tahun 1998 yang berisikan tentang peraturan 

perbankan.  

e) Perundangan-Undangan No.30 Tahun 1999 yang didalamnya berisikan tentang 

peraturan penyelesaian konflik dengan cara arbitrase.  

f) Perundangan-undangan No.42 Tahun 1999 yang berisikan pembahasan terkait 

Jaminan Fidusia.  

g) Perundang-undangan No.42 Tahun 2004 yang berisikan tentang persalahan 

wakaf.  

h) Perundangan-undangan No. 42 Tahun 2008 yang berisikan tentang surat-surat 

berharga syariah negara.  

i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  

j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan  

k) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian  

l) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  

m) Perundang-undangan dengan No 40 Tahun 2014 beisikan tentang perasuransian. 
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6. Aturan Hukum Lain  

a) eraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES)  

b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 26 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana  

c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah  

d) Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia 5) Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Fatwa Dewan Syariah Nasional28 

B. Kerangka Berpikir 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian sekaligus mempermudah dalam 

penelitian agar tidak menyimpang dari inti permasalahan, maka perlu dijelaskan 

untuk kerangka konsep atau pemikiran sebagai landasan dalam pembahasan 

dalam penelitian ini yaitu: “Peran Lembaga Kepolisian Dalam Penanganan Kasus 

Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kantor Polda Sulawesi Selatan)”. 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

      

 

 

 

 

 

                                                     
28 Mardani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariat Litigasi dan Nonlitigasi 

(Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group, 2020), 108-120 
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C. Kerangka Konseptual 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang 

dikumpulkan berbentuk kata-kata bukan angka.29 Menurut Bogdan dan Taylor, 

sebagaimana yang di kutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.30 

Sementara itu, penelitian diskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang 

ditunjukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena 

yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.31. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penulis akan melakukan penelitian di Kantor Polda, Sulawesi Selatan. 

2. Waktu penelitian 

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian dilaksanakan sejak tanggal 

dikeluarkannya izin penelitian dalam kurung waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 

1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian 

dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. 

                                                     
29 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan 

Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, 

Pendidikan, dan Humaniora, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, hlm. 51   
30 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), hlm. 3   
31 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  hlm. 17  
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C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian kualitatif ini adalah peran lembaga kepolisian dalam 

penanganan  kasus sengketa ekonomi syariah (studi kasus Kantor Polda Sulawesi 

Selatan) 

 

D. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif terhadap data 

primer dan data sekunder yang kemudian peneliti ungkapkan isi atau makna 

dari aturan hukum yang telah ditentukan yang akan dihukumi dengan hukum 

yang sama, berbeda atau memeiliki deskripsi sendiri tentang kajian hukum yang 

telah di lakukan. 

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang mengungkapkan 

situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk 

oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan 

yang diperoleh dari situasi yang alamiah.32
 Dalam metode ini peneliti berusaha 

mengkaji peran lembaga kepolisian dalam penanganan  kasus sengketa ekonomi 

syariah (studi kasus Kantor Polda Sulawesi Selatan). 

E. Sumber data 

1. Data primer’ 

Data primer adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. 

Dalam penelitiankali ini menggunakan data primer atau empiris yang 

                                                     
32Djaman satori dan Aan Komariah, Riduan, Metodelogi penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta,2009), hlm.25.  
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diperoleh dari narasumber 

2. Data sekunder 

Data sekundar merupakan data yang di peroleh atau di kumpulkan dari 

sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperolejh dari perpustakaan, 

jurnal ilmiah, buku, skripsi, dan internet. 

3. Data tersier 

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data 

primer dan data sekunder seperti, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus 

Hukum, Kamus Ingris dan lain-lain 

F. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dari penelitian ini yaitu menggunakan metode 

wawancara dan memerlukan alat bantu istrumren. Instrumen yang di maksud 

yaitu, Laptop dan Handphone. Laptop di gunakan untuk mengetik pertanyan-

pertanyaan yang akan di ajukan kepada narasumber dan Handphone digunakan 

untuk merekam suara saat melakukan wawancara kepada narasumber 

G.  Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan oleh peneliti untuk pengambilan data. 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan pengumpulan data dimana peneliti berdialog 

dengan narasumber untuk mengambil informasi dari narasumber. 33   Pada 

                                                     
33 Sulisyanto, Metode Riset Bisnis, (Yogyakarta: CV. Andi Offset.2006) h.137.  
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dasarnya terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan 

wawancara dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstuktur yaitu 

jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur 

yaitu jenis wawancara yang hanya membuat garis besar yang akan ditanyakan. 

Metode ini peneliti gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan 

antara peneliti dengan pihak-pihak lain  

2. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data diaman peneliti an mencatat 

informasi sebagaiman yang peneliti saksikan selama meneliti. Dengan 

dimaksudkan suatau cara pengambilan data melalui pengamatan langsung 

terhadap sistuasi atau peristiwa yang dilapangan. 

Secara bahasa, pengertian observasi adalah memperhatikan atau melihat. 

Bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati 

secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data 

dan informasi terkait objek tersebut.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa 

laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dengan hal ini 

peneliti akan mengumpulkan dokume-dokumen yang terkait dengan 

permasalahan pada penelitian ini. 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau pemaparan 

dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat data yang telah di peroleh 

untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan 

menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan bentuk angka. Ada pun yang 

menjadi ukuran dalam pola pemberdayaan terdapat dalam konsep operasional, 

yang di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun 

komponen dalam analisa data sebagai berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan salah satu dari berbagai jenis proses 

pengolahan data pada penelitian yang dilakukan seorang peneliti untuk 

memroses berbagai data hasil dari penelitian di lapangan yang sudah 

dikumpulkan dan juga ditemukan, sebelum akhirnya digunakan sebagai 

laporan dalam data penelitian. Reduksi data adalah tahap umum yang selalu 

dilakukan oleh peneliti dalam mengerjakan penelitian kualitatif. Di mana 

tahap ini dapat memberikan gambaran data secara lebih spesifik dan lebih 

dalam dari fenomena yang diteliti.34 

Untuk mengetahui lebih lengkap apa itu reduksi data, bagaimana 

pengertian reduksi data menurut para ahli, mengapa diperlukannya reduksi 

data dalam penelitian, apa saja tujuan reduksi data, dan bagaimana langkah-

langkah serta contoh dari reduksi data, maka di bawah ini akan dijelaskan 

secara terperinci. 

                                                     
34  Dr. Ir. Zulheri Noer. MP, Januari 13, 2023, “ Teknik Pengumpulan Data” 

https://agribisnis.uma.ac.id/2023/01/13/teknik-pengumpulan-data/, 12 desember 2024.   
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2. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan 

laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan 

dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Data kualitatif merujuk pada data berupa kata-kata yang berhubungan 

dengan karakteristik dalam bentuk sifat (bukan angka). Jenis data ini tidak 

dapat diukur besar-kecilnya dan biasanya diperoleh melalui kegiatan 

seperti wawancara, pengamatan, diskusi, analisis isi dan lain sebagainya. 

Jenis data ini umumnya disampaikan melalui penjabaran kata secara 

deskriptif. Untuk itu data kualitatif seringkali disebut juga dengan data 

naratif.35 

3. Verifikasi (Kesimpulan) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupaka temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih ramang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal 

atau interaksi, hipotesis atau teori. 

 

 

 

 

                                                     
35  Salsabila Miftah Rezkia, September 11, 2020, “Langkah-langkah menggunakan teknik 

analisis data kualitatif “https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data, 12 

desember 2024.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum objek penelitian 

1. Profil Polda Sulawesi Selatan 

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (disingkat Polda Sulsel) adalah 

pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Polda 

ini tergolong polda tipe A, karena ini dipimpin oleh seorang kepala 

kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua (Inspektur Jenderal Polisi). 

Dahulu Polda ini bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau 

Kodak) XVIII/Sulselra, lalu menjadi Polda Sulselra hingga 1996 setelah itu 

menjadi Polda Sulselbar yang membawahi wilayah Sulawesi Barat karena 

di provinsi itu belum terbentuk secara otonomi kepolisian daerah. Sampai 

bulan Juni 2016, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti resmi mengangkat 

Kapolda Sulawesi Barat yang menandakan resminya berdiri Polda Sulbar 

dan terpisah dari Polda Sulsel.36 

2. Visi Misi Polda Sulawesi Selatan 

a) Visi 

Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi 

dan Misi Presiden dan Wakil Presiden :“Indonesia Maju yang Berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. 

b) Misi  

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan 

                                                     
36 Tribata News Polda Sulawesi Selatan. Diakses 1 Desember 2024 
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perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada 

seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan 

kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas 

korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya 

lingkungan hidup berkelanjutan 

Adapun Janji Presiden (JP) di Polri ialah : 

1) Penegakkan hukum terhadap kejahatan Premanisme, Lingkungan 

Hidup, Narkoba, TPPU, Radikalisme, Terorisma dan Intoleransi 

serta PPA; 

2) Meningkatkan Sinergi dan Kerjasama antar Lembaga penegak 

hukum dan TNI; 

3) Mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, 

reformasi birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan 

yang berlebihan atau kekerasan eksesif; 

 

B. Deskripsi Informan 

No Nama Jabatan  Je inis Keilamin Usia 

1. Bripda Wicakra Penyidik  Laki-Laki 23 Tahun 

2. Bripda Adil Penyidik  Laki-Laki 22 Tahun  
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C. Hasil dan pembahasan 

1. Hasil penelitian 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Direktorat 

Reses Kriminal umum Polda Sulawesi selatan terkait peran lembaga 

kepolisian terhadap penanganan kasus sengketa ekonomi sayriah adalah 

sebagai berikut: 

“untuk kasus sengketa ekonomi syariah sendiri memang selalu 

terjadi, dan ada beberapa laporan yang masuk terkait sengketaa 

ekonmi syariah, seperti kasus tanah hibah, kasus zakat, dan juga 

pembiayaan syariah. Untuk setahun terakhir ini sudah ada 4 laporan 

terkait sengketa tersebut, 2 diantaranya kasusnya sudah selesai sampai 

ketahap mediasi dan kedua belah pihak yang bersengketa juga sudah 

sepakat dengan hasil mediasi. Sedangkan dua kasus sementara proses 

pengumpulan bukti dan saksi” 

 

Sengketa ekonomi syariah memang merupakan salah satu kasus yang 

memerlukan perhatian khusus, karena melibatkan banyak pihak dan beberapa 

lembaga untuk menganalisis kasus dengan seksama sehingga proses 

penyelesaian kasus pun bisa dilakukan dengan efektif dan efisien.  

Peran lembaga kepolisan memang sangat penting terkait kasus sengketa 

ekonomi syariah ini karena lembaga kepolisian bertugas mengumpulkan bukti 

dan menganalisa kasus dengan tepat. 

“untuk peran kepolisan itu sendiri terbilang sangat krusial, karena 

pihak yang merasa dirugikan akan melakukan pengaduan ke polisi, 

yang selanjutnya pihak kepolisian menerima pengaduan dan 

melakukan pencatatan. Setelah dilakukan pencatatan selanjutnya 

akan dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan 

informasi tentang sengketa. Bukti-bukti yang dikumpulkan seperti 

dokumen, saksi dan barang bukti yang relevan dengan kasus tersebut. 

Selanjutnya pihak kepolisan akan melakukan pemeriksaan terhadap 

pihak-pihak yang terlibat. Setelah semuanya dirasa cukup, pihak 

kepolis[ian akan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang 

bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Jika pihak-pihak yang 

bersengketa mencapai kesepakatan maka pihak kepolisian akan 

mambuatkan berita acara kesepakatan. Akan tetapi jika tidak 
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mencapai kesepakatan maka pihak kepolisian akan mengirimkan 

berkas perkara kepada lembaga yang berhak untuk menangani kasus 

tersebut sesuai jenis sengketa syariah yang terjadi, seperti pengadilan 

agama, pengadilan negeri, kejaksaan negeri atau MUI” 

 

Untuk peran lembaga kepolisian, ketika berkas perkara 

dilimpahkan ke kejaksaan, pengadilan agama atau lembaga yang 

berwenang menyelesaikan perkara tersebut, apakah tugas dan 

tanggungjawab pihak kepolisian sudah selesai? 

“tidak berhenti sampai pada tahap pengiriman berkas perkara, pihak 

kepolisian masih harus mengkoordinsikan dengan kejaksaan atau pengadilan 

utuk memastikan bahwa semua proses hukum berlangsung dengan baik dan 

efektif. Pihak kepolisian bertugas melakukan pengawasan proses hukum, 

pemberian bantuan kepada kejaksaan dan pengadilan dalam proses 

penyelesaian perkara, melakukan pengamanan saksi dan barang buktiyang 

terkait dengan perkara serta pengawasan pelaksanaan putusan” 

 

2. Pembahasan  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut 

beberapa hal penting yang perlu dipahami. Berikut adalah peran 

kepolisian dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah: 

a) Penerimaan Pengaduan: Kepolisian menerima pengaduan dari 

pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa ekonomi syariah. 

b) Penyelidikan: Kepolisian melakukan penyelidikan untuk 

mengumpulkan bukti dan informasi tentang sengketa. 

c) Mediasi: Kepolisian dapat melakukan mediasi antara pihak-

pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. 

d) Pengamanan: Kepolisian bertanggung jawab untuk 

mengamankan proses penyelesaian sengketa dan mencegah 

terjadinya kekerasan. 
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e) Koordinasi dengan Lembaga Lain: Kepolisian dapat 

berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Badan Pengawas Perasuransian dan Dana 

Pensiun (BPPDP), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk 

penanganan sengketa ekonomi syariah.37 

Tugas Kepolisian Setelah Berkas Perkara Dilimpahkan ke Kejaksaan 

a) Pengawasan Proses Hukum: Kepolisian harus memantau proses 

hukum yang berlangsung di kejaksaan dan pengadilan. 

b) Pemberian Bantuan: Kepolisian dapat memberikan bantuan 

kepada kejaksaan dan pengadilan dalam proses penyelesaian 

perkara. 

c) Pengamanan Saksi dan Barang Bukti: Kepolisian harus 

mengamankan saksi dan barang bukti yang terkait dengan 

perkara.\ 

d) Pengawasan Pelaksanaan Putusan: Kepolisian harus memantau 

pelaksanaan putusan pengadilan dan memastikan bahwa putusan 

tersebut dilaksanakan dengan baik. 

e) Pengumpulan Informasi: Kepolisian dapat mengumpulkan 

informasi yang terkait dengan perkara untuk membantu proses 

hukum. 

f) Kerja Sama dengan Kejaksaan dan Pengadilan 

Kepolisian juga harus bekerja sama dengan kejaksaan dan 

                                                     
37 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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pengadilan untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung 

dengan baik dan efektif. Kerja sama ini dapat meliputi: 

1) Komunikasi: Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus 

memiliki komunikasi yang baik untuk memastikan bahwa 

proses hukum berlangsung dengan lancar. 

2) Pertukaran Informasi: Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan 

harus saling bertukar informasi yang terkait dengan perkara. 

3) Koordinasi: Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus 

memiliki koordinasi yang baik untuk memastikan bahwa 

proses hukum berlangsung dengan efektif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas terkait peran lembaga kepolisian dalam penanganan 

kasus sengketa ekonomi syariah adalah: 

1) Lembaga kepolisian berperan penting dalam penanganan kasus sengketa 

ekonomi syariah. Lembaga kepolisian bertugas menerima aduan dari pihak 

yang dirugikan, melakukan penyelidikan, melakukan mediasi, pengamanan: 

proses penyelesaian sengketa dan mencegah terjadinya kekerasan serta 

berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

Badan Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun (BPPDP), dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) untuk penanganan. 

2) Ketika proses sengketa tidak menemukan titik damai, maka lembaga 

kepolisian bertugas untuk mengawasi proses hukum, memberikan bantuan 

kepada kejaksaan dan pengadilan dalam proses penyelesaian perkara, 

mengamankan saksi dan barang bukti yang terkait dengan perkara, memantau 

pelaksanaan putusan pengadilan dan memastikan bahwa putusan tersebut 

dilaksanakan dengan baik, serta mengumpulkan informasi yang terkait dengan 

perkara untuk membantu proses hukum. 

B. Saran  

Berdasarkan uraian kesimpulan terseb ut, maka saran yang bisa dilakukan 

oleh peneliti adalah: 

1. Peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini sumber daya kepolisian 
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yang memiliki keahlian dibidang ekonomi syariah sehingga proses 

penyidikan bisa dilakukan secara efektif dan efisien 

2. Perlu untuk meningkatkan sinergi antar intansi dalam penanganan perkara 

sengketa ekonomi syariah yang pada dasarnya memerlukan banyak 

koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. 
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1. Pedoman wawancara 

 

Peidoman Wawancara Peineilitian skripsi 

PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN  KASUS 

SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR POLDA 

SULAWESI SELATAN) 

A. Jadwal Wawancara 

1. Hari, Tanngal : 

2. Waktui   :  

3. Lokasi  : 

B. Informan 

1. Nama   : 

2. Jeinis Ke ilamin : 

3. Usia  : 

4. Pe ikeirjaan : 

C. Peirtanyaan Informan  

1. Apakah terdapat laporan terkait sengketa ekonomi syariah? 

2. Berapa banyak kasus terakait sengketa ekonomi syariah dalam setahun 

terakhir? 

3. Bagaiamana peran kepolisian dalam menangani kasus sengketa ekonomi 

syariah? 

4. Apakah semua kasus sengketa syarah berakhir damai? 

5. Apa yang dilakukan lembaga kepolisian ketika kasus sengketa tidak 

mendapatkan kata damai? 
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2. Dokumentasi kegiatan  
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3. Permohonan Izin Penelitian 
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